
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 577, 2021 KEMENDAGRI. Perencanaan. Penganggaran. 

Pengendalian. Evaluasi. Kinerja, 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 

KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, 

penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja 

diperlukan pedoman tata cara penyusunan dan 

pengelolaan program, kegiatan dan anggaran, serta 

pengendalian dan evaluasi kinerja di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan, 

Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
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Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 635); 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2021 Nomor 253); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 398); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ 

Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 200); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN 

EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM 

NEGERI. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

2. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana 

keuangan untuk pendukung pelaksanaan kinerja. 

3. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen 

yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu 

program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan.  

4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana kerja, mengidentifikasi serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau 

akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 

mungkin.  
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5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 

realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcome) terhadap rencana dan standar. 

6. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek 

untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka 

menengah nasional dan kebijakan Presiden lainnya. 

7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 

adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan 

nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada 

tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 

Desember. 

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah 

dokumen Perencanaan pembangunan untuk periode 1 

(satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang 

disusun menurut bagian anggaran. 

11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

12. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disingkat UKE I 

adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, 

Inspektorat Jenderal, Badan dan Institut Pemerintahan 

Dalam Negeri yang berada di lingkungan Kementerian. 

13. Unit Kerja Eselon II yang selanjutnya disingkat UKE II 

adalah Direktorat/Inspektorat/Biro/Pusat/Sekretariat 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berada di 

lingkungan Kementerian 

14. Program adalah instrumen penjabaran kebijakan 

Kementerian dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) 

atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan misi Kementerian.  
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15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa UKE I pada Kementerian sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program yang terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengarahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 

barang/jasa. 

16. Sasaran Strategis Kementerian yang selanjutnya disebut 

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai 

secara nyata oleh Kementerian yang mencerminkan 

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau 

beberapa program.  

17. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari 

suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran 

Strategis yang mencerminkan berfungsinya Keluaran 

Program. 

18. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari 

suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran 

Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran 

Kegiatan.  

19. Keluaran yang selanjutnya disebut output adalah barang 

atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran 

Program, tujuan Program, dan kebijakan. 

20. Keluaran Program adalah barang/jasa yang dihasilkan 

oleh UKE I yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran 

Program. 

21. Keluaran Kegiatan adalah produk akhir berupa 

barang/jasa yang dihasilkan oleh UKE II/satuan kerja 

yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan. 

22. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah 

keluaran riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh 

UKE II yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, 
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